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ABSTRAKk
Pada konstitusi kita saat ini tertuang secara jelas terkait dengan pembagian kekuasaan dalam beberapa cabang yakni
dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kenyataalemybag@a
negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga
negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan. Sebagai contoh adanya kekuasaan
konsultatif yang dilakukan ofeDewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen sebagai
lembaga pertimbangan yang dapat memberikan nasihat kepada presiden secara langsung berdasarkan perintah
UndangUndang Dasar 1945 lalu digantikan dengan Wakil Pertimbangan Pre®iddimpres) dengan tugas dan
fungsi yang sama dengan kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung.
Permasalahan yang aan dibahas dalam piameii adalah Bagaimanak&edudukan Wakil Pertimbangan Presiden
berdasdtan Undangundang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden? dan Struktur, tugas
dan Fungsi lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunkan
pendekatan peraturan perundamglangan dan aturanidaya sesuai dengan permasalahan. hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantingase$yantimpres
adalah: memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara
baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu
kesatuan nasihat dan perbhangan seluruh anggota dewan. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga penasihat dapat
memberikan nasihat terkait bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri, bidang ekonomi
dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, @pklan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan
dan pengawasan APBN, dan bidang kesejahteraan rakyat ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan,
pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.

Kata kunci: Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden.

1. PENDAHULUAN
Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu
sendiri sebagasuatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata
suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur,
serta dibinadengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernggauk.itu, sistem hukum itu perlu di
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